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ABSTRAK 
 

Prinsip Kehatian-hatian Notaris Dalam Membuat Akta  

Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah 
 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya dibuat karena ada suatu kondisi 

yang mengakibatkan belum bisa dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) misalnya karena terjadi sengketa 

atas obyek yang akan diperjual belikan. Notaris dalam pembuatan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli tanah yang sedang dalam sengketa perlu menerapkan prinsip 

kehati-hatian agar tidak muncul gugatan dari para pihak dikemudian hari 
 

Penelitian ini mengkaji lebih lanjuttentang bentuk prinsip kehatian-hatian 

Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih 

dalam sengketa serta bentuk tanggung gugat Notaris kepada para pihak yang 

dirugikan atas pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih 

dalam sengketa. 
 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 

hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan 

pertanahan dapat berupa sengketa batas ataupun sengketa kepemilikan. Dalam 

jual beli tanah yang masih dalam sengketa, Notaris dapat menerapkan prinsip 

kehati-hatian melalui pemberian klausul dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 

yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sengketa 

tersebut tidak dapat diselesaikan maka para pihak sepakat untuk membatalkan 

perjanjian dan mengembalikan ke kondisi semula serta membebaskan Notaris dari 

segala gugatan baik perdata maupun pidana. Untuk para pihak yang dirugikan 

akibat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih dalam 

sengketa dapat menuntut ganti rugi dan bunga. 

 

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanah 

Sengketa 
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Abstrack 
 

Prudential Principle of Notary Public in Publishing Sale and 
 

Purchase 
 

Sale and purchase agreement is commonly published when sale and 

purchase deed cannot be issued by land deed official (PPAT) since land status is 

in disputed. Notary public in issuing sale and purchase agreement shall apply 

prudential principle in order to avoid lawsuit from the parties that are mentioned 

within the agreement. 
 

The present study aims to elaborate further about the for of prudential 

principle of notary public in issuing sale and purchase agreement for in dispute 

land. Moreover, the present research tries to examine the accountability of notary 

public in publishing sale and purchase agreement for in dispute land. 
 

The method used in the present study is a normative legal research, 

namely legal research which is conducted by examining the library materials or 

secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 

namely the law and conceptual approaches. 
 

The present study shows that land dispute can be in form of land boundary 

coupled with ownership status. In this case, notary public able to apply prudential 

principle through providing clauses within the agreement which mentioned that 

when the dispute cannot be solved within some period, the agreement can be 

cancelled or voidable and the notary public cannot be charged. Moreover, the 

party that is harmed able to posit restitution. 

 

Keywords: Prudential Principle, Sale and Purchase Agreement, in Dispute Land 
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RINGKASAN 
 

 

PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT 

AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH 

 
 

Penulis membagi menjadi empat bagian ini dalam teis ini sebagai berikut : 

 

Bab I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari 

peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu 

hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan 

kedalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah timbul tujuan dari 

penelitian yang manfaat penelitian tersebut akan dirasakan bagi kepentingan 

akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode 

penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan 

hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan 

gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. 

 

 

Bab II Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah bentuk dari 

Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Pembuatan Akta 

Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah, prinsip Kehati-hatian 

tersebut menjadi acuan Notaris dalam membuat akta supaya tidak 

berakibat buruk di kemudian hari 

 
Bab III Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah Bentuk 

Tanggung Gugat Notaris Kepada Para Pihak Yang Dirugikan 

Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah karena 

Notaris kurang hati-hati sebelum membuat akta pengikatan jual beli 
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seharusnya Notaris mengecek terlebih dahulu kebeneran dan 

keabsahan akta, untuk menhindari permasalahan yang terjadi, sub 

bab nya terdiri atas konsep tanggung jawab dan tanggung gugat, 

tanggung jawab Notaris di uraikan kan mengenai tanggung jawab 

Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab 

Notaris secara pidana, tanggung jawab Notaris berdasarkan 

Undang-undang jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam 

menjalankan tugas dan menjalankan tugas jabatannya berdasarkan 

kode etik Notaris. 

 

Bab IV merupakan bagian penutup yang dimuat kesimpulan untuk semua 

permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, 

pembahasan tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang 

akan disusun secara sistematika dan obyektif, sehingga akan 

dapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat dan pada 

akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil 

kesimpulan yang ada. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak 

masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur 

kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan 

hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu 

hukum yaitu : ubi so cietes ibi ius (dimana ada masyarakat di sana ada hukum).
1 

 
Di era modern pada saat ini kejahatan dalam dunia hukum semakin 

berkembang karena adanya suatu tujuan dan niat yang tidak baik diinginkan oleh 

pihak-pihak tertentu. Kejahatan yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah 

salah satunya profesi Notaris yang sering dipermasalahkan karena akta otentik 

yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur tindak pidana, hal ini disebabkan 

karena kurang Kehati-hatian Notaris terhadap para pihak yang menghadap 

membuat akta otentik yang sering mengambil kesempatan demi keuntungannya 

sendiri dengan cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan 

keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh Notaris. 

 
Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan 

sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring 

meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa, Hal ini berdampak pula 

pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor 

 
 

1 
Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum,, (Bandung : Sinar Baru, 1983), hlm.  

127 
 
 
 

 

1 



 

 

2 
 
 
 
 
 

 

pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk 

melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik, 

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) :“Notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang ini.” 

 

Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban 

dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta 

yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada 

masyarakat pengguna jasa Notaris. 

 
Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta yang 

memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Sebagaimana definisi akta otentik yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata 

 
“ Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang 

 
berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” 

 

Mengenai bentuk akta dijelaskan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa setiap akta Notaris terdiri 

dari awal akta, isi akta dan akhir akta. 

 

Pengertian pejabat umum dijelaskan oleh Pasal akta. 1 angka 1 Undang-

undang Jabatan Notaris adalah Notaris sebagai satu- satunya pejabat umum. 

Selanjutnya pengertian berwenang meliputi berwenang terhadap orangnya, yaitu 



 

 

3 
 
 
 
 
 

 

untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh orang yang 

berkepentingan. Berwenang terhadap aktanya, yaitu yang berwenang membuat 

akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan 

undang-undang atau yang dikehendaki yang bersangkutan, Serta berwenang 

terhadap waktunya dan berwenang terhadap tempatnya, yaitu sesuai tempat 

kedudukan dan wilayah jabatan Notaris dan Notaris menjamin kepastian waktu 

para penghadap yang tercantum dalam akta.
2 

 
Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu 

akta menjadi otentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut 

wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas 

moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta 

yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang mencerminkan 

keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.
3 

 
Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan 

mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu : 

 
1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan 

perjanjian tertentu; 

 
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah 

menjadi tujuan dan keinginan para pihak; 

 
 
 
 
 

 
2
Habieb Adjie, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, (PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2009), hlm. 14  
3
Tan Thong Kie, Studi Notariat-Serba Serbi PraktekNotaris, (Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta, 2000), hlm. 166 
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3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika 

 

ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi 

 

perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. 

 

Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa di mana salah satu 

 

pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di Pengadilan, maka pengadilan 

 

harus  menghormati dan mengakui  isi akta  otentik,  kecuali jika  pihak yang 

 

menyangkal dapat membuktikan bahwa bagian tertentu dari akta telah diganti atau 

 

bahwa hal tersebut bukanlah yang disetujui oleh para pihak. 

 

Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan 

 

Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi 

 

fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak 

 

yang  terlibat.  Dalam  pembuatan  akta Notaris harus  memuat keinginan  atau 

 

kehendak para pihak yang dituangkan kedalam isi perjanjian (akta) tersebut. Hal 

 

ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 : 

 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian pembuatan akta, 
menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya 

itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau 
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh 
undang-undang.” 

 

Dengan demikian, berbagai akta yang biasa dibuat di hadapan atau oleh 

 

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Akta yang menyangkut hukum perorangan (kitab undang- undang hukum 

perdata, buku i), 
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2. Akta yang menyangkut hukum kebendaan (kitab undang- undang hukum 

perdata, buku ii), kaitannya buku ii dengan berlakunya uupa dan uuht adalah 

untuk mewujudkan tujuan pokok uupa yaitu meletakkan dasar-dasar bagi 

penyusunan hukum agraria dan memberikan kepastian hukum mengenai hak-

hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 
3. Akta yang menyangkut hukum perikatan (kitab undang-undang hukum 

perdata, buku iii), 

 
4. Akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan. 

 

Mengenai Akta Otentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah akta 

yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh pemerintah 

menurut peraturan perundangan. Akta Otentik merupakan alat bukti yang 

sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau atau orang-orang yang 

mendapatkan hak daripadanya. Dengan kata lain, isi akta otentik dianggap benar, 

selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. 

 
Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak istimewa sebagai 

konsekwensi predikat ke jabatan yang dimilikinya. Hak istimewa yang dimiliki 

Notaris menjadi pembeda perlakuan(treatment) daripada masyarakat biasa. 

Bentuk perlakuan itu diantaranya, berkaitan dengan hak ingkar Notaris yang harus 

di indahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan 

dan penyidikan. 

 

Keberhasilan kinerja Notaris ditentukan oleh nilai kejujuran. Dengan kata lain, 

hubungan Notaris dan klien membutuhkan adanya kejujuran dan kepercayaan. 

Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung 
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keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan akta yang dipercayakan kepadanya. 

Sebagai pejabat umum yang terpercaya, akta Notaris harus menjadi alat bukti 

yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan kecuali dapat dibuktikan 

ketidakbenarannya. 

 

Selain memberikan jaminan ketertiban dan perlindungan hukum kepada 

masyarakat, pengguna jasa Notaris juga perlu mendapat pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas Notaris, Sisi lain dari pengawasan terhadap Notaris adalah 

aspek perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan fungsi 

yang oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepadanya, sebagaimana 

disebutkan dalam butir konsideran menimbang yaitu Notaris merupakan jabatan 

tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat 

yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian 

hukum. 

 

Dalam praktik sekarang ini sudah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris 

sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di Pengadilan atau Notarisnya langsung 

dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntut di 

muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat 

kelalaian Notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh 

orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian Notaris 

memenuhi ketentuan Undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi 

hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut 

penggantian kepada Notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari 
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kesalahan Notaris, melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran 

syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal 

demi hukum. 

 
Bertolak dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis 

“Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Pengikatan Jual Beli Hak 

Atas Tanah”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

1) Apa Bentuk Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta 

Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah? 

 
2) Apa Bentuk Tanggung Gugat Notaris Kepada Para Pihak Yang Dirugikan 

Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1) Untuk menganalisis bentuk prinsip Kehati-hatian Notaris dalam membuat 

Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah; 

 
2) Untuk menganalisis bentuk tanggung gugat Notaris kepada para pihak yang 

dirugikan dalam Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Manfaat akademis 

 

Memberikan sumbangsih pemikiran yang diharapkan bermanfaat 

dan dapat menambah wawasan kita dalam pemahaman mengenai 

hukum dan penerapannya secara lebih mendalam. 
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1.4.2 Manfaat Teoritis 

 

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan 

 

khususnya mengenai kedudukan akta Notaris yang berlaku lokal jika 

 

digunakan dalam hubungan transnasional, kemudian hasil dari 

 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan 

 

hukum. 

 

1.4.3 Manfaat Praktis 

 

Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan 

jabatannya dalam membuat akta Notaris, supaya tetap memperhatikan 

kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalan 

jabatannya. 

 
1.5 Originalitas Penelitian 

 

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang 

 

membahas tentang kepastian hukum akta Notaris jika digunakan dalam hubungan 

 

transnasional dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga 

 

peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian, Peneliti 

 

menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti 

 

berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips 

 

mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi : 

 

a. Saying something nobody has said before; 

b. Carrying out empirical work that hasn‟t been done made before; 

c. Making s synthesis that hasn‟t been made before; 

d. Using already know material but with a new interpretation;  
e. Trying out something in this country that has previously only been done in 

other countries;  
f. Taking a particular technique and applying it in a new area; 

g. Bringing new evidence to bear on an old issue; 
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h. Being cross-diciplinary and using different methodologies;  
i. Taking someone else „s ideas and reinterpreting them in a way no one else 

has;  
j. Looking at areas that people in your discipline haven‟t previously been 

done before;  
k. Adding to knowledge in a way that hasn‟t previously been done before 

l. Looking at existing knowledge and testing it; 

m. Playing with words. Putting thing together in ways other haven‟t.
4
 

 

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut : 

 

a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya; 

b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya; 

c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya ; 

d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;  
e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah 

diterapkan di Negara lain;  
f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkan di bidang baru; 

g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;  
h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda 

denagan metodologi sebelumnya;  
i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara 

yang berbeda;  
j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum 

pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;  
k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya; 

l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;  
m. Menjelaskan atau menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan 

tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan 
oleh peneliti sebelumnya 

 

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas 

penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa 

penelitian yang telah ada mengenai prinsip Kehati-hatian Notaris dalam membuat 

 
akta.  

 
 
 
 
 
 
 

4
Estelle Phillips dalam Rusdianto S, Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam 

Pembentukn Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara, Disertasi, 
Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016. 
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 No Judul Penulis dan Jenis Obyek  Penelitian 

  Penelitian Afiliasi penelitian   

Novelty    Instansi    

         

1. Kekuatan Lubnah Tesis 1. penemuan 1. Kekuatan 

  hukum Aljufri;  asas-asas  hukum 
  pembuktian Magister  hokum positif  perjanjian 
  

perjanjian Kenotariata 
 

dan 
 

    jual beli?   
pengikatan n Fakultas 

 
sinkronisasi 

 

   

2. Bagaimana   jual Hukum  hukum secara     

kekuatan   beli(analisa Universitas  vertikal di  
    

hukum   putusan Indonesia,  dalam  

  pengadilan    pembuktian  Akta Jual 

  negeri    perjanjian  Beli yang 
  depok    pengikatan  telah dibuat   

nomor 
   

jual beli 
 

      
oleh dan   120/pdt.g/2    2. akibat hukum  

      

antara   009/pn.dpk)    atas  
      

Penggugat   5    pembuktian  
        

      perjanjian  dengan 

      pengikatan  Tergugat II 
      jual beli  dan 
        

        Mengapa 

        Pengadilan 

        Negeri 

        Depok 

        menyataka 

        n bahwa 

        Perjanjian 

        Pengikatan 

        Jual Beli 

        antara 

        Tergugat II 

        dengan 

        Tergugat I 

        adalah sah 

        (Putusan 

        Pengadilan 

        Negeri 
         

         
 

5
Lubnah Aljufri, kekuatan hukum pembuktian perjanjian pengikatan jual-beli(analisa 

putusan pengadilan depok Nomor 120/pdt.g/2009/pn.dpk, Tesis, Program Studi Magister 
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. 
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     Depok 

     Nomor 

     120/Pdt.G/ 

     2009/PN. 

     Dpk) ? 
      

2. Tanggung Cristian Tesis 1. Keabsahan 1. Apakah 
 gugat denny  perjanjian jual perjanjian 
 Notaris mahardika;  beli yang ikatan jual 
 terhadap Magister  dibuat beli tanah 

 kesalahan Kenotariata  dihadapan di hadapan 

 pembuatan n Fakultas  Notaris Notaris 

 akta Hukum  2. pertanggung sesuai 

 perjanjian Universitas  jawaban dengan 
 ikatan jual Universitas  Notaris peraturan 

 beli tanah
6 

Jember  terhadap perundang- 
    kelalaian undangan 
    pembuatan yang 

    akta perjanjian berlaku di 

    ikatan jual beli indonesia? 

    tanah 2. Apa bentuk 

     tanggung 

     gugat 

     Notaris 

     ataas 

     kesalahan 

     pembuatan 

     akta jual 

     beli tanah 

     yang di 

     buat 

     dihadapann 

     ya 

     3. Apa upaya 

     hukum 

     yang 

     dilakukkan 

     oleh pihak 

     yang 

     dirugikan 

     terkait 
 
 

 
6 Chirstian Denny Mahardika, tanggung gugat Notaris terhadap kesalahan pembuatan akta 

perjanjian ikatan jual beli tanah, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas jember, 2016
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     pembatalan 

     akta Notaris 

3. Perjanjian Erna tri Tesis 1. Aspek hukum 1. Apakah 
 pengikatan moerhadiat  terhadap perjanjian 
 jual-beli i; Magister  klausul kuasa pengikatan 
 dengan Kenotariata  mutlak dalam jual beli 
 kuasa n Fakultas  akta perjanjian tanah telah 

 mutlak
7 

Hukum  pengikatan memenuhi 
  Universitas  jual beli tanah prinsip 
  Jember  2. Keabsahan peralihan 

    kuasa mutlak hak atas 

    dal peralihan tanah 

    hak atas tanah 2. Apa surat 

     kuasa 

     mutlak 

     sebagai 

     dasar 

     peralihan 

     hak atas 

     tanah 

     menurut 

     teori, 

     hukum 

     positif dan 

     praktek 
 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda 

dikenal dengan sebutan “rechtbescherming van de burgers”.
8
 Pendapat 

ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari 

bahasa Belanda, yakni rechtbescherming. Pengertiannya dalam kata 

perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang 

 

 
7
Erna Tri Moerhadiati,Perjanjian pengikatan jual-beli dengan kuasa mutlak Tesis, Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017  
8
14 Philipus M hadjon,1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

Surabaya, hlm. 1 
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dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harusdilakukan. 

 

Menurut Satjipto Raharjo, Hukum melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian 

kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan kekuasaan 

dan kedalamnya.Kekuasaan yang demikianlah yang disebut hak.Tetapi 

tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, 

melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak 

itu pada seseorang.
9 

 
Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.
10

 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang 

diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu 

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan 

dalam melakukankewajiban. 

 
 
 
 
 
 

9
Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, hlm 53 

10
Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Tesis, 

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14. 
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2. Perlindungan hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

pelanggaran. 

 
Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan 

atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.Kepentingan 

hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, oleh karena itu 

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan 

manusia yang perlu diatur dan dilindungi”. 

 
Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas 

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. 

 

Langkah perlindungan hukum preventif perlu dilakukan oleh 

Notaris dalam membuat akta, mengingat seringnya Notaris dihadapkan 

oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang mempunyai niat 

tidak baik dalam proses pembuatan akta, seperti membuat surat palsu dan 

mencantumkan keterangan palsu kedalam akta otentikyang dibuat 

Notaris, oleh karena itu perlu diatur kembali dalam UUJN-P tentang 
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prinsip Kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta, agar 

kedepannya Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat 

mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya 

dikemudian hari. 

 

1.6.2 Teori Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 

 

Dalam hal ini ada tiga teori yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, 

teori- teori ini berkaitan dengan teori kekuatan pembuktian akta otentik
11

, 

yaitu: 

1. Pembuktian Lahiriah (uitwendige bewijskracht) 

 

Menurut Efendi Bachtiar daya bukti lahirnya suatu akta otentik 

yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu 

berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti 

sebaliknya sesuai dengan asas “acta publica probat sese ipsa”. 

Daya bukti ini berlaku terhadap siapapun. Kekuatan pembuktian 

keluar, maksudnya membuktikan tidak saja antara para pihak yang 

bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, pada tanggal 

tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap 

dimuka Notaris dan menerangkan apa yang dibuat dalam akta itu. 

 
2. Pembuktian Formal (formalebewijskracht). 

 

Berdasarkan pendapat Notodisoerjo “kepastian bahwa suatu 

kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul-betul dilakukan 

 

 
11

R Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Nasional di Indonesia Suatu Penjelasan, 
Rajawali, Jakarta, hlm. 55 
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oleh Notaris atau diterangkan oleh penghadap.Hal yang pasti ialah 

tentang tanggal dan tempat akta tersebut dibuat serta keaslian tanda 

tangan.Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (ambelijk 

acte) tidak terdapat pernyataan atau keterangan dan para pejabatlah 

yang menerangkan.Akta para pihak (partij akta), bagi siapapun 

yang telah pasti bahwa pihak-pihak dan pejabat menyatakan seperti 

yang tercantum diatas tanda tangan mereka. Sebagai contoh jika 

didalam akta tertulis A menerangkan menjual sebidang tanah 

kepada B seharga Rp. 100.000.000,- dan sebaliknya B 

menerangkan telah membeli tanah dari A dengan harga yang 

sedemikian itu. Daya bukti formal ini artinya, telah terbukti dengan 

sempurna bahwa si A dan si B, benar-benar telah membebankan 

keterangan tersebut dimuka pejabat yang bersangkutan. Namun 

yang terbukti terbatas hingga itu saja. Jadi tidak perlu terbukti perlu 

benar tidaknya telah terjadi persetujuan jual beli antara mereka. 

Notaris atau pejabat yang berwenang tidak wajib untuk menyelidiki 

kebenaran dari pada keterangan A dan B tersebut. Bukti formal ini 

berlaku terhadap siapapun. Daya bukti formal dari akta dibawah 

tangan sama dengan daya bukti formal dari akta otentik. 

 

3. Pembuktian Materil(materiele bewijskracht). 
 

 

Daya bukti materil ini membuktikan bahwa antara para pihak yang 

bersangkutan telah menerangkan bahwa peristiwa itu benar-benar 
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terjadi. Daya bukti materil ini yang dibuktikan bukan saja peristiwa 

antara para pihak. Melainkan dibuktikan kebenaran dari peristiwa 

tersebut. Contoh : pada suatu hari si A dan si B menghadap dimuka 

Notaris dan menerangkan bahwa mereka telah mengadakan jual 

beli mengenai sebuah rumah dengan harga tertentu. Harus 

dianggap benar tidak saja bahwa mereka telah menerangkan 

terjadinya jual beli mengenai sebuah rumah dengan harga tertentu, 

dianggap benar tidak saja bahwa mereka telah menerangkan bahwa 

mereka itu benar-benar sudah dijual kepada B. 

 

Dalam penulisan ini, teori pembuktian digunakan untuk menjawab 

tentang kekuatan pembuktian akta otentik, ketiga aspek pembuktian 

tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta 

otentik. 

 

1.6.3 Teori Pertanggungjawaban 

 

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu 

dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
12

 Dari 

pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai 

perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang 

telah dilakukan.Menurut teori tradisional, terdapat dua macam 

pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas 

  
12

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
Jakarta, 2002, hlm. 1139 
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kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak(absolute 

responsibility). 

 

Pertanggungjawaban atas kesalahan(based on fault) adalah prinsip 

yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. 

Pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility),
13

 prinsip tanggung 

jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan 

kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang 

bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur 

kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung 

jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu 

pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung 

unsur kelalaian, kekurang hati- hatian atau ketidakpatutan. Tanggung 

jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa 

kesalahan. Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung 

jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara 

hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung 

jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.
14 

 

Disamping pandangan di atas, teori tentang tanggung jawab hukum 

juga dikembangkan oleh Wright, yang disebut dengan interactive justice, 

yang berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada oranglain 

 

 
13

Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat 
Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,2006, hlm. 61.  

14
Ibid.,hlm.63 
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dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari interactive 

justice adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi 

setiap orang dari interaksi yang merugikan (harmful interaction), yang 

umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (tort law), hukum 

 

kontrak dan hukum pidana. Menurut Wright, limitasi 

pertanggungjawaban hukum perdata ditentukan dari ada atau tidaknya 

suatu standar obyektif tertentu (specified standard of conduct) untuk 

menjadi dasar penilaian yang terdiri dari:
15 

 

(1) no worseofflimitation, 

 

(2) superseding causelimitation, 

 

(3) risk play-out limitation. 
 
 

Berdasarkan standar pertama, yakni no worse off limitation, tidak 

ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan 

hukum, jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai 

 

kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap 

kerugian.
16

Standar kedua, superseding cause limitation, harus dilihat 

terlebih dahulu apakah tindakan yang menjadi penyebab terjadinya 

kerugian itu bersifat dependent ataukah independent.Jika bersifat 

dependent, maka pertanggungjawaban hukum tersebut tidak dapat 

dikecualikan ataupun dibatasi.
17

Pendekatan ketiga, risk play-out 

 

 
15

Salim,H.S & Erlies Septiama Nurbaini.,Op.cit..,hlm 213 
16

Ibid 
17

Ibid.,hlm 214 
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limitation yaitu adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan 

yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi 

sebelumnya. 

 
Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut 

 

Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu : 

 

1. Teori fautes personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang 

karenatindakannyaitutelahmenimbulkankerugian.Dalamteori ini beban 

tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi 

 
2. Teori fautes de service, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian 

terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang 

bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan 

kepadajabatan. 

 

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan 

yang penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan 

kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang 

baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam 

menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan 

kesalahan-kesalahan didalam pembuatan akta yang akan menimbulkan 

akibat hukum pada para pihaknya. Notaris apabila melakukan kesalahan-

kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat 

dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut. 
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Teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis 

pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris 

yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan 

menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab 

rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban 

seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat 

memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan 

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan 

aktaotentik. 

 
1.6.4 Teori Kewenangan 

 
 

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering ditemukan 

dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu 

hukum.Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, 

dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, 

demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga 

dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti 

bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah 

(the rule and the ruled). 

 
Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang.Istilah 

wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan 

dengan istilah bevoegheid dalam istilah hukum Belanda.Jika dicermati 

ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah 

bevoegheid. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya.Istilah 
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bevoegheid digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam 

hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau 

wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.
18 

 
Kewenangan menurut H.D Stoud adalah keseluruhan aturan-

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum 

publik. Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep 

kewenangan tersebut yaitu : adanya aturan hukum dan sifat hubungan 

hukum. 

 
Ada perbedaan antara kewenangan (authority, gezag) dengan 

wewenang (competence, bevoegheid), Kewenangan adalah apa yang 

disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang 

diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai 

suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam 

kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). 

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 

wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat 

keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 

pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi 

wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan. 

 
Kewenangan (authority) adalah hak untuk memberi perinta, dan 

kekuasaan untuk meminta dipatuhi, Kewenangan yang sah jika ditinjau 

 
 

18
Salim,H.S& Erlies Septiama Nurbaini.,Op.cit, hlm. 183-184 
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dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan 

yaitu kewenangan secara atribusi, delegasi, mandat. Atribusi merupakan 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan 

atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang 

independen.
19

Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari 

kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan 

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan 

memberikan kepada organ yang berkompeten. 

 

1. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 

dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya 

sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat 

menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, 

tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat 

(mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) 

untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas 

namanya. 

 
2. Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang 

berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ 

pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal 

tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Jadi dalam 

atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau 

 

 
19

Lutfi Effendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi, Edisi Pertama Cetakan Kedua, 
Bayumedia Publising, Malang, 2004, hlm. 77-79 
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memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab 

intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan 

sepenuhnya berada pada penerima wewenang(atributaris). 

 

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya 

pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. 

Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi 

(delegans), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris).Sementara 

pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan 

atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan 

yang diambil mandataristetapberada pada mandans.
20

 Hal ini karena 

pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi 

mandat. 

 
Max Weber membagi kewenangan menjadi empat macam, yang 

meliputi: 

 
1. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional(legal); 

 
2. Wewenang resmi dan tidakresmi; 

 
3. Wewenang pribadi dan teritorial;dan 

 

4. Wewenang terbatas danmenyeluruh.
21

 

 

Wewenang kharismatis merupakan wewenang didasarkan pada 

kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada 

 
 
 

20
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 

105-106.  
21

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 
hlm.280- 281 
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diri seseorang, yang diyakini bawaan sejak lahir. Wewenang tradisional 

merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau 

kelompok orang. Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang 

disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, sistem 

hukum mana dipahamkan sebagai kaidah- kaidah yang telah diakui serta 

ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara. 

Wewenang tidak resmi merupakan hubungan yang timbul antar pribadi 

yang sifatnya situasional, dan sifatnya ditentukan pihak yang saling 

berhubungan. Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan 

dan rasional. Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi, dan/atau 

kharisma. Wewenang teritoral merupakan wewenang dilihatdariwilayah 

tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang sifatnya 

terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sektor atau bidang 

saja.Wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi 

oleh bidang kehidupantertentu.
22 

 

Dalam kaitanya kewenangan dengan permasalahan yang diangkat 

adalah Notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik 

menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para 

pihak mengalami kerugian serta mengakibatkan akta otentik yang dibuat 

oleh Notaris tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan yang mengikat, 

sehingga Notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang 

 

 
22

Salim,H.S & Erlies Septiama Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian 
Disertasi dan Tesis, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, hlm 187-188 
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dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Teori kewenangan ini 

menjawab rumusan masalah kedua. 

 

1.7 Metode Penelitian 

 

1.7.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu niewgiregheid 

terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Suatu penelitian 

ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang 

obyek yang diteliti berdasarkan langkah yang diakui komunitas sejawat 

dalam suatu bidang keahlian(intersubyektif). 

 
Perkataan“penelitian”acap kali diasosiasikan dengan kegiatan 

akademis. Hal itu tidak salah karena penelitian merupakan salah satu tri 

dharma perguruan tinggi. Kegiatan penelitian sesungguhnya bukan 

monopoli perguruan tinggi. Bahkan penelitan untuk kegiatan akademis 

sekalipun harus mengandung perskripsi yang dapat diterapkan bukan 

preskripsi yang berupa khayalan indah untuk diucapkan. Sama halnya, 

ahli hukum tidak kekurangan argumentasi dalam mendukung 

pendapatnya, tetapi argumentasi itu tidak boleh menyimpangi sesuatu 

yang sudah standar dalam keilmuan hukum. “Pakem” inilah yang harus 

dipegang oleh ahli hukum dalam melakukan penelitian hukum sehingga 

pemecahan masalah sesuai dengan kaidah keilmuan hukum. Hal terakhir 

yang membedakan penelitian hukum dengan penelitian dalam ilmu-ilmu 

deskriptif adalah tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan 
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kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil yang telah 

dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian 

hukum dalam kerangka kegiatan akademis sekalipun harus melahirkan 

preskripsi yang dapat diterapkan. Hanya saja, penelitian untuk kegiatan 

akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral. 

 
Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam 

penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan 

terarah dalam menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai 

preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum 

normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan 

masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan 

pengolahan dan analisis bahan hukum. 

 
1.7.2 Pendekatan Masalah 

 

Penelitian hukum yuridis normatif mengandung beberapa 

pendekatan yang digunakan untuk menjawab berbagai macam 

permasalahan hukum yang ada, yakni terdiri dari beberapa pendekatan : 

 

1. Pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu suatu pendekatan 

yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi 

penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan 

undang-undang lainya atau antara Undang-undang dengan Undang- 
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undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telah 

tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang di 

hadapi. 

 
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah suatu 

pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari 

pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis 

dapat menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep 

hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi. 

Pemahaman dan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran 

bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi. 

 
1.7.3 Sumber Bahan Hukum 

 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan 

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, sumber penelitian dapat di 

bedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

 
1. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritataif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 

dari perundang- undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang- undangan. 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku teks, kamus hukum. Bahan hukum sekunder yang terutama 

adalah buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum jurnal 

hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada 

peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah. 

 
1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

 

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah 

pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer 

maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang 

digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh 

peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah 

dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku diperpustakaan kampus 

yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas kemudian bahan hukum 

yang telah tekumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan 

berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis. 

 
1.7.5 Analisis Bahan Hukum 

 

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Phillipus 

M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang 

diajarkan oleh Aristoteles, bahwa penggunaan metode deduksi 

berpangkal dari pengajuan premis mayor (bersifat umum). Kemudian 

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian 



 

 

30 
 
 
 
 
 

 

ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.
23

 Pada penelitian ini, analisis 

bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif yaitu 

menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya 

menjadi khusus. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat 

bagian sebagai berikut : 

 
Bab I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari 

peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan 

diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian 

dirumuskan kedalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah timbul 

tujuan dari penelitian yang manfaat penelitian tersebut akan dirasakan 

bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian 

diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk 

menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu 

sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari 

penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. 

 

Bab II Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah bentuk dari 

Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Pembuatan Akta 

Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah, prinsip Kehati-hatian 

tersebut menjadi acuan Notaris dalam membuat akta supaya tidak 

berakibat buruk di kemudian hari 

 
 

23 Peter Mahmud Marzuki II, op. cit., hlm 14
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Bab III Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah Bentuk 

Tanggung Gugat Notaris Kepada Para Pihak Yang Dirugikan 

Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah karena Notaris 

kurang hati-hati sebelum membuat akta pengikatan jual beli 

seharusnya Notaris mengecek terlebih dahulu kebeneran dan 

keabsahan akta, untuk menhindari permasalahan yang terjadi, sub bab 

nya terdiri atas konsep tanggung jawab dan tanggung gugat, tanggung 

jawab Notaris di uraikan kan mengenai tanggung jawab Notaris secara 

perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab Notaris secara 

pidana, tanggung jawab Notaris berdasarkan Undang-undang jabatan 

Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan 

menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. 

 

 

Bab IV merupakan bagian penutup yang dimuat kesimpulan untuk semua 

permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, 

pembahasan tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang 

akan disusun secara sistematika dan obyektif, sehingga akan 

dapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat dan pada 

akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil 

kesimpulan yang ada. 


